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ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan masalah serius dengan lebih dari
330.000 kasus pada tahun 2024. Restorative justice menawarkan pendekatan alternatif yang
menekankan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat, berbeda dengan sistem peradilan
konvensional. Studi ini meninjau regulasi hukum mengenai restorative justice dalam
penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia hingga tahun 2024, sekaligus
mengukur efektivitas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui
restorative justice dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan, putusan pengadilan,
dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum restorative justice telah
berkembang, namun masih dibatasi oleh budaya patriarki dan interpretasi hukum. Restorative
justice efektif untuk kasus-kasus ringan karena prosesnya cepat, efisien, dan memuaskan
korban, namun kasus-kasus serius memerlukan peradilan konvensional dengan pengawasan
ketat.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban,
Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

Domestic violence in Indonesia is a serious problem, with more than 330,000 cases reported
in 2024. Restorative justice offers an alternative approach that emphasizes dialogue between
victims, perpetrators, and the community, in contrast to the conventional judicial system. This
study reviews legislation on restorative justice in handling domestic violence in Indonesia up
to 2024, while also measuring the effectiveness of resolving domestic violence crimes through
restorative justice compared to the conventional judicial process. This study uses a normative
juridical method by analyzing regulations, court decisions, and literature. The results show
that the legal basis for restorative justice has developed, but is still limited by patriarchal
culture and legal interpretation. Restorative justice is effective for minor cases because the
process is fast, efficient, and satisfies victims, but serious cases require conventional trials with
Strict supervision.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Victim Protection, Legal Effectiveness.
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A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang
terus menjadi isu krusial di Indonesia, karena fenomena ini tidak hanya merusak keutuhan
keluarga, tetapi juga mengancam stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data
dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun
2024 terdapat lebih dari 330.000 kasus KDRT yang dilaporkan, meskipun angka sebenarnya
kemungkinan jauh lebih tinggi mengingat banyak korban enggan melapor karena stigma sosial,
rasa takut terhadap pelaku, dan ketergantungan finansial (Komnas Perempuan, 2024).
Akibatnya, korban mengalami luka fisik serius, gangguan mental jangka panjang, dan
keretakan keluarga yang berpotensi memicu pola kekerasan antar generasi (Rahardjo, 2023).
Oleh karena itu, upaya penanggulangan KDRT tidak boleh hanya mengandalkan metode
penegakan hukum, tetapi harus melibatkan pendekatan pemulihan komprehensif untuk
memastikan keamanan korban dan mencegah pelaku melakukan tindak kekerasan kembali.

Dalam bidang penegakan hukum pidana, kemunculan restorative justice menjadi model
alternatif yang menekankan pada kemanusiaan daripada sistem peradilan konvensional yang
cenderung bersifat konfrontatif dan balas dendam. Model ini memprioritaskan diskusi inklusif
yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan pemulihan,
termasuk bentuk-bentuk kompensasi, fasilitasi mediasi, dan program rehabilitasi, guna
memulihkan harmoni sosial (Daly, 2021). Di Indonesia, restorative justice menjadi landasan
hukum untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga telah berkembang secara
bertahap, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memprioritaskan perlindungan bagi korban,
kemudian diperkaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dalam kasus-kasus ringan.

Pada tahun 2024, landasan regulasi ini diperkuat dengan diterbitkannya PERMA Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
yang secara eksplisit mengatur penggunaan restorative justice dalam menangani kasus
kekerasan dalam rumah tangga, asalkan tidak mengancam keselamatan korban (Mahkamah
Agung Republik Indonesia, 2024). Namun, peraturan-peraturan ini masih menghadapi
tantangan implementasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tinjauan literatur terbaru

menunjukkan bahwa restorative justice memiliki potensi besar dalam menangani kekerasan
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dalam rumah tangga, meskipun tingkat keberhasilannya memerlukan penilaian yang cermat.
Nugroho (2022) menyatakan bahwa metode ini lebih berorientasi pada empati karena
mendorong percakapan produktif yang mengurangi permusuhan, sehingga mempercepat
penyelesaian kasus dan meningkatkan tingkat kepuasan korban hingga 70% dibandingkan
dengan prosedur peradilan konvensional.

Hingga tahun 2024, implementasi restorative justice dalam kasus kekerasan dalam
rumah tangga akan terus menghadapi hambatan sistemik, seperti kurangnya pemahaman
mendalam di kalangan petugas penegak hukum dan kurangnya sosialisasi kesadaran tentang
peraturan baru. Data dari Direktorat Jenderal Pengadilan Umum Mahkamah Agung
menunjukkan bahwa hanya 15% kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani melalui
jalur restoratif pada tahun 2023, sementara mayoritas mengikut proses peradilan biasa, yang
seringkali menambah beban bagi korban (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam regulasi hukum mengenai
restorative justice dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia hingga
tahun 2024, sekaligus mengukur efektivitas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga melalui restorative justice dibandingkan dengan proses peradilan konvensional
melalui analisis Undang-Undang dan Putusan Pengadilan di Indonesia. Diharapkan temuan
penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat implementasi
restorative justice, sehingga memperkuat kerangka peradilan yang lebih peka, adil, dan lebih

responsif pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif dengan
karakteristik kualitatif, dengan fokus mengkaji secara mendalam regulasi hukum dan
efektivitas restorative justice dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di
Indonesia. Studi ini berfokus pada analisis berbagai sumber hukum primer, seperti undang-
undang, peraturan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan yang relevan, serta sumber
hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal akademik, buku, dan artikel yang membahas
teori dan praktik restorative justice dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan demikian,

yuridis normatif dalam penelitian ini menyediakan dasar analitis yang sistematis dan
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terstruktur untuk menilai relevansi, konsistensi, dan kontribusi keadilan restoratif terhadap

reformasi hukum pidana serta pemenuhan prinsip-prinsip keadilan restoratif di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Regulasi Hukum Mengenai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia sampai Tahun 2024

Landasan hukum restorative justice dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah
tangga di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang mengutamakan
keadilan esensial dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan utama,
menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pengakuan, keamanan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang sama, serta kesempatan yang adil di hadapan hukum. Konsep ini sejalan
dengan restorative justice sebagai sarana untuk memulihkan hubungan yang bersangkutan:
korban dengan pelaku, terutama dalam situasi KDRT yang sering melibatkan interaksi keluarga
(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020). Selain itu, Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 5 angka (1),
mendorong penyelesaian sengketa pidana melalui saluran alternatif di luar prosedur pengadilan
konvensional, yang dapat diterapkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan guna
meringankan beban sistem peradilan (Susanti, 2021).

Ketentuan khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang
meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan keadilan restoratif, memberikan ruang
interpretasi melalui Pasal 4. Ketentuan ini memfasilitasi penyelesaian damai melalui mediasi
sebelum memasuki tahap peradilan, dengan prioritas diberikan pada pemulihan fisik, mental,
dan sosial korban daripada sanksi pidana (Komnas Perempuan, 2021). Hingga 2024, Undang-
Undang PKDRT akan tetap menjadi acuan utama, meskipun implementasinya akan sangat
bergantung pada peraturan pelaksana. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor
1 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Kehormatan secara
eksplisit mengatur restorative justice untuk tindak pidana dengan hukuman kurang dari 7 tahun
penjara, termasuk kekerasan fisik dan psikologis ringan dalam lingkup domestik. Peraturan ini

menetapkan prosedur diskusi terstruktur yang melibatkan korban, pelaku, dan fasilitator
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selama tahap persidangan, dengan persetujuan sukarela dan bimbingan dari hakim (Mahkamah
Agung Republik Indonesia, 2022).

Secara praktis, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif telah menjadi alat utama yang mengharuskan penerapan
restorative justice mulai dari tahap penyelidikan, di mana Perpol ini secara khusus mengacu
pada pengalihan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi berbasis komunitas atau
keluarga, dengan tujuan mencegah kriminalisasi berlebihan yang berpotensi memperparah luka
emosional korban (Kepolisian Nasional Indonesia, 2021). Berdasarkan data dari Kepolisian
Nasional Indonesia, selama periode 2021-2023, pelaksanaan Perpol ini berhasil
menyelesaikan sekitar 15% kasus KDRT ringan melalui restorative justice terutama di wilayah
Jawa Tengah dan Sumatra, meskipun persentase ini masih minim dibandingkan dengan jumlah
laporan tahunan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 289.000 kasus
(Kepolisian Nasional Indonesia, 2023).

Hasil analisis ini menggambarkan perkembangan landasan hukum untuk restorative
Jjustice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dari model yang terfragmentasi pasca era
reformasi menuju kesatuan yang komprehensif pada tahun 2024, yang menunjukkan komitmen
Indonesia terhadap restorative justice sebagai unsur hak asasi manusia. Namun, ketidakjelasan
dalam Undang-Undang PKDRT seperti kurangnya penjelasan teknis mengenai “penyelesaian
secara damai” telah menyebabkan interpretasi yang tidak konsisten dengan hakim atau petugas
kepolisian cenderung memilih saluran formal untuk menghindari risiko dituduh lalai (Hidayat
& Sari, 2022). Kondisi ini semakin diperparah oleh latar belakang patriarki dalam masyarakat
Indonesia, di mana korban kekerasan dalam rumah tangga (kebanyakan perempuan) mudah
dipaksa untuk mencapai kesepakatan damai tanpa jaminan pemulihan yang berkelanjutan,
seperti yang tercermin dalam studi kasus di Jawa Barat di mana 35% proses mediasi gagal
akibat ketidakseimbangan kekuasaan (Wulandari et al., 2020).

Analisis ini memperkuat bahwa meskipun landasan hukum telah berkembang,
keberhasilan restorative justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung
pada sinkronisasi antara lembaga-lembaga (seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan organisasi
masyarakat sipil) serta penyesuaian dengan kondisi lokal. Tanpa amandemen fundamental
terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya dengan menambahkan

ketentuan khusus tentang restorative justice, metode ini rentan menjadi prosedur formalitas
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belaka yang tidak efektif dalam mencegah kekerasan berulang terhadap korban. Oleh karena
itu, rekomendasi kebijakan meliputi pengembangan pedoman nasional yang berfokus pada
gender dan penilaian tahunan hingga 2025 untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (DPR RI, 2024).

2.  Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui

Restorative Justice Dibandingkan Proses Pengadilan Konvensional

Efektivitas restorative justice (RJ) dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga dapat dievaluasi secara komprehensif melalui beberapa aspek, seperti
penyelesaian yang lebih cepat, penghematan biaya, tingkat kepuasan korban, dan dampaknya
terhadap pemulihan sosial serta pengurangan kemungkinan terjadinya pelanggaran ulang.
Model RJ, yang berfokus pada interaksi antara korban, pelaku, dan komunitas sekitar,
menawarkan opsi yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan prosedur
peradilan konvensional yang cenderung konfrontatif dan kaku. Penelitian yang dilakukan di
Markas Besar Kepolisian Bandung menunjukkan bahwa kasus KDRT ringan yang diproses
melalui RJ biasanya diselesaikan dalam waktu 2-4 minggu, jauh lebih cepat daripada litigasi
formal yang sering memakan waktu 3-6 bulan atau lebih karena kompleksitas birokrasi
(Luthfiyati, 2025). Percepatan ini tidak hanya meringankan tekanan emosional pada korban,
tetapi juga membatasi potensi konflik domestik untuk memburuk, yang dapat memicu
kekerasan tambahan.

Dari perspektif keuangan, RJ telah terbukti lebih efisien secara biaya karena
meminimalkan ketergantungan pada biaya hukum yang tinggi, seperti honorarium pengacara,
biaya pengadilan, dan perjalanan berulang. Penelitian di wilayah Jawa Barat menunjukkan
bahwa biaya rata-rata pengelolaan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui RJ hanya
sekitar 20-30% dari biaya proses pengadilan reguler, yang seringkali memberatkan korban dari
latar belakang ekonomi lemah (Pratiwi & Santoso, 2022). Penghematan ini sangat penting di
Indonesia, di mana dukungan hukum gratis masih minim, sehingga RJ dapat mencegah korban
menarik diri dari proses peradilan akibat hambatan finansial.

Dimensi psikologis merupakan salah satu keunggulan utama RJ dalam menangani
kekerasan dalam rumah tangga. Sistem ini memberikan korban kesempatan untuk secara

langsung menyampaikan pengalaman traumatis dan keinginan mereka kepada pelaku, sesuatu
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yang jarang ditemukan di pengadilan konvensional di mana korban cenderung berperan pasif
sebagai saksi. Survei terhadap 150 korban kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta
menunjukkan bahwa 78% peserta merasa lebih nyaman dengan RJ karena mereka dapat
berbagi kisah mereka tanpa tekanan, yang secara signifikan mendukung proses penyembuhan
mental dan meredakan gejala trauma yang disebabkan oleh kekerasan (Sari & Wibowo, 2023).
Namun, para ahli juga menekankan bahaya tersembunyi, seperti paksaan dari lingkungan
keluarga atau masyarakat yang mempengaruhi korban untuk menerima penyelesaian dini
meskipun mereka belum cukup matang secara emosional, yang berpotensi mengurangi
jaminan hukum yang berkelanjutan (Nugroho, 2021). Oleh karena itu, penyertaan layanan
konseling ahli dalam kerangka RJ sangat penting untuk mengurangi ancaman-ancaman
tersebut.

Dalam bidang pencegahan kejahatan, RJ menunjukkan keunggulan yang jelas
dibandingkan dengan sanksi pidana konvensional. Metode ini membangun kesadaran etis pada
pelaku melalui interaksi langsung dengan konsekuensi tindakan mereka terhadap korban dan
keluarga korban, yang biasanya memiliki dampak yang lebih besar daripada isolasi di lembaga
pemasyarakatan. Analisis data dari 200 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera
Utara menunjukkan bahwa tingkat residivisme di antara pelaku yang mengikuti RJ hanya 15%
dibandingkan dengan 35% dalam kasus pengadilan formal, berkat peran norma sosial dan
keterlibatan komunitas sebagai penyeimbang (Batu & Mulyadi, 2024). Penelitian serupa di
Australia, yang dapat diterapkan pada situasi Indonesia juga menyimpulkan bahwa RJ
mengurangi kekerasan berulang hingga 25% melalui skema bantuan pasca-proses (Smith &
Johnson, 2020). Namun, kesuksesan ini bergantung pada dedikasi pelaku; jika tidak ada, RJ
dapat menjadi prosedur yang kosong.

Meskipun menawarkan manfaat yang signifikan, penerapan RJ tetap harus disesuaikan
dengan tingkat keparahan kasus. Untuk kasus ringan seperti pelecehan verbal atau fisik ringan,
RJ dianggap paling tepat karena dapat memulihkan hubungan tanpa perlu intervensi hukum
yang berat. Namun, dalam kasus serius seperti kekerasan berulang, pemerkosaan, atau cedera
serius, mekanisme peradilan konvensional masih diperlukan untuk memastikan efek jera dan
perlindungan hukum yang kuat. Penelitian di Kalimantan Timur memperingatkan bahwa
penggunaan RJ dalam kasus serius dapat membahayakan keselamatan korban akibat lemahnya

mekanisme penegakan hukum (Lasmini & Marweny, 2025). Oleh karena itu, pendekatan
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hibrida yang menggabungkan prinsip RJ dan unsur retributif dianggap paling ideal,
sebagaimana dinyatakan oleh Braithwaite (2019).

Selain itu, pemantauan pasca-perdamaian merupakan faktor kunci yang sering diabaikan
dalam implementasi RJ di Indonesia. Sebuah studi di Sorong, Papua Barat, menunjukkan
bahwa 40% perjanjian RJ gagal dalam enam bulan pertama karena kurangnya pemantauan
berkelanjutan oleh lembaga seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Majid, 2024). Di sisi lain, penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa pemantauan berbasis
komunitas dengan dukungan pelatihan fasilitator dapat mengurangi tingkat residivisme hingga
50% (Hidayat & Rahman, 2023). Faktor sosial dan ketersediaan sumber daya juga
mempengaruhi efektivitas RJ: di daerah perkotaan seperti Jakarta, tingkat keberhasilan RJ
mencapai 85% berkat dukungan psikolog, bantuan hukum, dan petugas terlatih (Kusuma,
2022), sementara di daerah pedesaan, terutama Nusa Tenggara Timur, fasilitas yang terbatas
menyebabkan RJ sering berubah menjadi mediasi informal yang bias gender (Suryani & Putra,
2021).

Kasus Mediasi Bale di Mataram, Lombok, merupakan contoh lokal yang menarik tentang
bagaimana integrasi nilai-nilai budaya ke dalam Keadilan Restoratif (RJ) dapat mendukung
rekonsiliasi keluarga. Analisis terhadap 100 kasus menunjukkan tingkat keberhasilan 70%
untuk kasus-kasus ringan berkat pengawasan komunitas, namun juga menunjukkan tingkat
kegagalan 60% pada kasus-kasus berulang akibat penyalahgunaan mekanisme oleh pelaku
(Rizaldi & Damayanti, 2025). Temuan ini menekankan pentingnya penilaian awal untuk

menentukan kelayakan penerapan restorative justice.

Tabel Perbandingan Efektivitas Restorative Justice dan Proses Peradilan Konvensional

dalam Penyelesaian KDRT di Indonesia.

Aspek Restorative Justice (RJ) Peradilan Konvensional

Waktu Penyelesaian Relatif cepat (minggu hingga | Relatif lama (bulan hingga
beberapa bulan) karena | tahun), tergantung tingkat
berbasis mediasi penal dan | peradilan dan kompleksitas

dialog langsung kasus.
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Biaya

Biaya lebih murah, minim
biaya administrasi, sering
ditanggung komunitas atau

aparat lokal.

Lebih mahal, melibatkan
biaya perkara, transportasi,
penasihat ~ hukum,  dan

pendampingan.

Peran Korban

Korban aktif terlibat dalam

dialog, memiliki  ruang
menyampaikan perasaan dan

kebutuhan.

Korban lebih pasif,
umumnya hanya diposisikan
sebagai saksi dalam proses

persidangan.

Pemulihan Psikologis

Lebih tinggi karena ada
ruang ekspresi, pengakuan
kesalahan, dan rekonsiliasi

sosial.

Pemulihan psikologis

rendah,  karena  proses
bersifat adversarial dan fokus

pada pembuktian.

Efek Jera Pelaku

Efektif pada kasus ringan,
pelaku merasa malu dan

bertanggung jawab langsung

Lebih efektif pada kasus
berat, memberikan hukuman

jelas dengan ancaman pidana

pada korban. yang tegas.

Tingkat Residivisme Cenderung rendah pada | Tinggi pada beberapa kasus
kasus ringan karena ada | karena hukuman penjara
kesadaran dan kontrol sosial | tidak  selalu  mengubah
komunitas. perilaku pelaku.

Perlindungan Korban Lemah jika tidak ada | Lebih kuat, korban
pengawasan pasca- | terlindungi melalui putusan

perdamaian, korban berisiko

ditekan untuk memaafkan.

hukum, perintah

perlindungan, dan sanksi

pidana.
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Konteks Sosial Lebih sesuai pada | Lebih sesuai pada
masyarakat komunal yang | masyarakat urban atau kasus

menjunjung tinggi harmoni | berat yang membutuhkan

keluarga dan sosial. kepastian hukum.

Tujuan Utama Pemulihan hubungan, | Penegakan hukum, kepastian
harmoni sosial, kepuasan | hukum, efek jera,
korban. perlindungan normatif.

Keterbatasan Tidak cocok untuk kasus | Proses panjang, mahal, dan

KDRT berat, berulang, atau | seringkali tidak menyentuh
yang mengancam nyawa | kebutuhan psikologis

korban. korban.

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA,

2023)..

D. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, regulasi hukum mengenai restorative
justice (RJ) dalam menangani kasus KDRT di Indonesia telah berkembang secara signifikan
melalui berbagai peraturan, dimana reformasi hukum ini mencerminkan komitmen negara
terhadap pendekatan restoratif yang adil berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Namun,
implementasi RJ masih menghadapi hambatan berupa tumpang tindih norma, adat patriarkal,
dan kurangnya pengawasan, yang berarti penyelesaian damai seringkali tidak menjamin
pemulihan penuh bagi korban. Dalam hal efektivitas, RJ telah terbukti lebih unggul daripada
pengadilan konvensional dalam hal kecepatan penyelesaian, efisiensi biaya, dan pemulihan
psikologis korban, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ringan. Namun,
untuk kasus serius yang melibatkan kekerasan fisik yang serius atau berulang, sistem
pengadilan formal masih diperlukan untuk memberikan efek jera dan perlindungan hukum
yang kuat. Oleh karena itu, model hybird yang menggabungkan RJ dengan mekanisme
peradilan konvensional merupakan alternatif ideal dalam konteks hukum Indonesia. Dengan

dukungan pengawasan pasca-perdamaian, pelatihan fasilitator, dan kolaborasi antar lembaga,
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penerapan RJ berpotensi menjadi alat strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif,

manusiawi, dan berkelanjutan bagi korban.
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